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PUTUSAN 

Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Mkm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 05 April 1980, agama Islam, 

pendidikan S1, pekerjaan PNS di BPBD, bertempat tinggal 

di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten 

Mukomuko, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat tanggal lahir Prabumulih, 26 April 1969, agama Islam, 

pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di 

Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten 

Mukomuko yang sekarang sedang menjalani masa 

hukuman di LAPAS KELAS II A MALABERO Kota 

Bengkulu, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di 

persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 

2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko 

dengan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 23 November 2020 dengan 

dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa 

tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah 
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Nomor 237/17/XII/2012, tertanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap 

Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara janda dan 

duda; 

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik 

talak; 

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah sewa Kota Mukomuko, kemudian pindah ke perumahan 

karyawan Bank Bengkuku Cabang Ipuh selama 6 bulan dan terakhir tinggal 

di rumah milik bersama di Desa Kota Praja, dalam pernikahan tersebut telah 

melakukan hubungan suami isteridan telah dikaruniai 2 orang anak yang 

bernama : 

1. Anak1, laki-laki, tanggal lahir, 7 Desember 2013; 

2. Anak2, laki-laki, tanggal lahir 4 April 2015; 

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun; 

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena disorientasi seksual Tergugat, 

Tergugat cemburu dengan Penggugat, sehingga Tergugat meluapkannya 

dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga memiliki 

banyak wanita simpanan dan terakhir Tergugat terjerat kasus asusila yang 

telah di putus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Perkara 

437/Pid.sus/2018/PN Bgl tanggal 17 Desember 2018 yang juga telah 

dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor 

5/Pid.Sus/2019/PT BGL tanggal 19 Februari 2019 yang telah berkekuatan 

hukum tetap, oleh karena keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha 

bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga Penggugat memutuskan untuk 

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama; 

6. Bahwa, Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah 

mengajukan permohonan izin perceraian ke Pemerintah Daerah dan telah 

keluar surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: 800-1383 tahun 2020, 
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tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Mukomuko; 

7. Bahwa, sejak Tergugat menjalani masa hukuman, Penggugat tinggal 

dirumah bersama di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten 

Mukomuko; 

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat 

sudah tidak sanggup lagi dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat 

berkesimpulan lebih baik bercerai saja; 

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul 

akibat perkara ini; 

 Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka 

Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili  perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 

PRIMAIR : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) kepada 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

SUBSIDAIR : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang 

sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti 

Pengadilan Agama Mukomuko melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama 

Mukomuko dengan relaas panggilan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Mkm, yang 
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dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat 

dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam 

gugatan Penggugat; 

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh 

setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat 

tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke 

persidangan; 

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan 

bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Izin Sekretaris Daerah 

Tentang Persetujuan Izin Perceraian atas nama Pemohon dengan Nomor 800-

1383 tahun 2020, tertanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk 

umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak 

dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Mukomuko melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama 

Mukomuko; 

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/17/XII/2012, 

tertanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, 

bermeterai cukup, telah di-nazzegelen, dan oleh Ketua Majelis telah 
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dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya 

diberi tanda bukti P.1 dan diparaf; 

2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor 

5/Pid.Sus/2019/PT.BGL tanggal 19 Februari 2019 yang menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 437/Pid.sus/2018/PN.Bgl tanggal 17 

Desember 2018, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Tinggi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di-nazzegelen, dan oleh Ketua 

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, 

selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf; 

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan 

kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan 

ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan; 

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka 

segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk 

pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak 

pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut 

hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita 

Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko melalui bantuan Jurusita Pengganti 

Pengadilan Agama Mukomuko sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir 

di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini 

diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa 

hadirnya Tergugat (verstek); 
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas 

perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk 

dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di 

persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Desa Kota Praja, 

Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah 

Hukum Pengadilan Agama Mukomuko dan berdasarkan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, 

Pengadilan Agama Mukomuko berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan 

sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir 

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg 

juncto Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih 

dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat 

tidak pernah hadir ke persidangan; 

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dilengkapi 

dengan Surat Izin Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Izin Perceraian atas 

nama Pemohon dengan Nomor 800-1383 tahun 2020, tertanggal 19 November 

2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, dengan 

demikian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga 
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berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 

1984, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut 

permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai 

dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat divonis selama 8 (delapan) 

tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; 

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat  tetap tinggal di 

rumah milik bersama di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten 

Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal di Lapas Kelas II A, Malabero, Kota 

Bengkulu, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat 

dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan perubahan 

terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarannya, maka berdasarkan 

Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan 

diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum – tuntutan poko 

(onderwerp van den eis). Dan dalam hal ini Penggugat tidak menambah 

tuntutan atau petitumnya, maka perubahan gugatan tersebut dibolehkan dan 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah 

Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal 

tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan 

Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam Putusan No. 

209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa 

perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara 

perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun 

tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta 

tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. 

Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ : ِ  صَلهى اللَّه  عَنِ الْحَسَنِ قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه

 هُ لَ  حَقَّ لاالِمٌ مَنْ دُعِيَ إلِىَ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فلََمْ يجُِبْ فَهُوَ ظَ  

Artinya:  Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Siapa 
yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, 
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia 
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”. 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg 

tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis 

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat 

ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (c) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi 

maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 135 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, maka 

Penggugat hanya cukup mengajukan bukti surat berupa salinan putusan 

Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara Tergugat tersebut dan tidak 

dibebankan untuk menghadirkan saksi di persidangan;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 dan P.2; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1 berupa fotokopi 

Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, telah 

bermeterai cukup, telah di- nazzegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan 

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis 

berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat 

bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, 
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karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai 

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.2 berupa fotokopi 

Putusan, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 

Bengkulu, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di- 

nazzegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya 

ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa 

Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana asusila dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 5 (lima) bulan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut 

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 

R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh 

Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak 

pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko; 

         Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan 

keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah 

diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta 

yang sudah dikonstatir sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 

pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2012 di Kecamatan Kerkap, 

Kabupaten Bengkulu Utara; 

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

rukun dan harmonis 4 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak tidak harmonis 

lagi serta seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya 

disebabkan karena disorientasi seksual Tergugat, hingga Tergugat terjerat 

kasus asusila dan telah divonis selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda 

sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
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denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 

(lima) bulan; 

3. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai 

sekarang, Penggugat  tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Kota 

Praja, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko, sedangkan 

Tergugat tinggal di Lapas Kelas II A, Malabero, Kota Bengkulu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan 

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat 

dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan 

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan 

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 

tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis 

lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di mana 

sejak Tergugat ditahan karena kasus asusila pada bulan Juni 2018, Penggugat 

dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara 

Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan 

penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling 

mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan 

Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam 

surat al-Rum ayat 21: 
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa 
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;  

 
Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah 

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan: 

 

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih 

manfaat.”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan 

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 juncto Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar 

hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan 

perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan 

Penggugat belum pernah bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan 
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Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang 

Peradilan Agama, Penggugatbiaya perkara dibebankan kepada ;  

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Mukomuko yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 

Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 

Hijriyah, oleh kami Ermanita Alfiah, SH., MH.,  sebagai Ketua Majelis, Ahmad 

Ridha Ibrahim, SHI., MH., dan Lailatul Marhumah, SHI., masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, SH. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

 

KETUA MAJELIS 

 

 

Ermanita Alfiah, SH., MH. 
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            HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA 

   

 

 Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.  Lailatul Marhumah, SHI. 

PANITERA PENGGANTI 

 

 

Marhabani, SH. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran  :Rp   30.000,00 

-  Proses   :Rp   75.000,00 

-  Panggilan   :Rp 521 .000,00 

-  PNBP   :Rp   20.000,00 

-  Redaksi   :Rp   10.000,00 

  -Meterai   :Rp     6.000,00 

J u m l a h   :Rp 356. 000,00 

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah.)  
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